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ABSTRAK

Andry. 202120252001. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran
Kebencian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.

Terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian perlu diberlakukan
penegakan hukum di mana pengaturan terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam
hukum pidana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP, sedangkan pada
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ujaran kebencian diatur dalam
ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Perbedaan antara penerapan hukum terhadap ujaran kebencian
pada KUHP dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
dalam hal menyebarkan ujaran kebencian melalui sarana media elektronik. Penegakan
hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian meliputi beberapa faktor yakni: (1)
faktor substansi hukum; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana dan pra-sarana;
(4) faktor masyarakat; dan (5) faktor budaya hukum. Dalam upaya penegakan hukum
tersebut tentunya terdapat hambatan yang menjadi kendali dalam penegakan terhadap
tindak pidana ujaran kebencian ini. Oleh karena itu perlu ada upaya dalam mengatasi
faktor-faktor penghambat penegakan hukum tersebut. Permasalahan yang akan
dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?; (2) Bagaimanakah Hambatan
Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan
hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian dan faktor-faktor apa sajakah yang
menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran
kebencian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan
pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian maka pada kasus
tindak pidana ujaran kebencian diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana
tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.
Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku ujaran
kebencian sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-
asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam
melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Ujaran Kebencian
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ABSTRACT

Andry. 202120252001. Law Enforcement Against Hate Speech Crimes in terms of
Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.

Against criminal acts of hate speech, it is necessary to enforce the law where
regulation of criminal acts of hate speech in criminal law is regulated in Article 156
and Article 156a of the Criminal Code, while in the Information and Electronic
Transactions Law, hate speech is regulated in the provisions of Article 28 paragraph
(2) jo Article 45 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law
No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The difference
between the application of the law against hate speech in the Criminal Code and Law
No. 19c of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning
Information and Electronic Transactions in terms of using hate speech through
electronic media facilities. Law enforcement against criminal acts of hate speech
includes several factors, namely: (1) legal substance factor; (2) law enforcement
factors; (3) facilities and infrastructure factors; (4) community factors; and (5) legal
culture factors. In efforts to enforce the law, of course, there are obstacles that become
controls in enforcing this crime of hate speech. Therefore there needs to be efforts to
overcome the inhibiting factors of law enforcement. The problems that will be
discussed in this research are: (1) How is the Law Enforcement Against Hate Speech
Crimes Based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic
Transactions?; (2) What are the Obstacles in Law Enforcement Efforts Against Hate
Speech Crimes Based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information
and Transactions? The purpose of this study is to find out how law enforcement is
against criminal acts of hate speech and what factors are the obstacles in law
enforcement efforts against criminal acts of hate speech. This study uses a normative
juridical research method with a statutory approach. Based on the results of the
research, in cases of criminal acts of hate speech, firmness is needed in these crimes,
so that misunderstandings do not occur which ultimately harm the community. In
carrying out its authority to handle hate speech as stipulated in the Circular of the
Chief of Police, the National Police must also adhere to the general principles of good
governance, such as being careful and careful in taking action, not abusing authority,
and so on.

Keyword: Law Enforcement, Crime, Hate Speech
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